



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Uji Kepatuhan Audit 
Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan berlandaskan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Pelaksanaan Audit Internal di Lingkungan Kabupaten Grobogan oleh Inspektorat 
Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Beberapa tahapan yang teridentifikasi belum dipatuhi oleh Inspektorat 
Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan Audit Internal berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain: 
1. Pada tahap persiapan pemeriksaan, 2 pemeriksa SKPD dari 5 SKPD yang 
diteliti di Inspektorat Kabupaten Grobogan tidak melakukan tahapan 
Penyusunan Program Kerja Pemerikasaan (PKP), dikarenakan 
keterbatasan waktu dan dana APBD yang diberikan kepada Inspektorat 





2. Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan pertama, yaitu pembicaraan 
pendahuluan dengan pimpinan obyek pemeriksaan  tidak dilakukan oleh 
pemeriksa di 4 SKPD, hal ini dikarenakan tahapan yang dilakukan sudah 
merupakan Pra Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bagian 
Perencanaan di awal Persiapan Pemeriksaan, selain itu juga karena 
keterbatasan waktu. 
3. Pemeriksa di 3 SKPD dari 5 SKPD yang diteliti di Inspektorat Kabupaten 
Grobogan tidak melakukan tahapan penyusunan Naskah Hasil 
Pemeriksaan (NHP), dengan alasan bahwa NHP sama dengan resume 
yang telah dilakukan pada saat pembahasan hasil dengan atasan / pejabat 
Satuan Kerja. 
4. Pemeriksa di 3 SKPD dari 5 SKPD yang diteliti di Inspektorat Kabupaten 
Grobogan tidak melakukan tahapan Exit Briefing, karena penyampaian 
hasil sudah dilakukan diawal sekaligus dengan klarifikasi dan keterbatasan 
waktu yang dimiliki oleh Pemeriksa. Maka kegiatan pelaksanaan 
pemeriksaan lansung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP). 
5. Tahap ekspose hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh semua 
Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Grobogan, dikarenakan masih belum 
bersedianya Tim lain untuk melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan di 





kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas dalam melakukan pemeriksaan, 
sehingga tidak perlu lagi diadakan pembicaraan dalam suatu forum 
ekspose. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan, antara 
lain: 
1. Tahap penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) perlu dilaksanakan, 
karena PKP merupakan rencana yang sistematis untuk setiap tahap 
kegiatan, alat pembanding antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana 
yang telah ditetapkan oleh pemeriksa, alat kendali serta batasan bagi 
pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di lapangan. 
2. Tahap pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek pemeriksaan 
perlu dilakukan agar terdapat kesepahaman, serta kejelasan gambaran 
tentang pengertian, maksud, tujuan dan manfaat yang diperoleh antara 
pemeriksa dengan objek pemeriksaan dari pemeriksaan yang akan 
dilakukan, karena jika pembicaraan hanya dilakukan melalui telepon oleh 
Bagian Perencanaan, akan terjadi perbedaan pandangan antara objek 
dengan bagian perencanaan dan objek dengan pemeriksa. 
3. Tahap penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) perlu dilakukan 
supaya para pemeriksa dapat menyajikan laporan yang berkualitas yang 





kepada Kepala Derah / Pimpinan Satuan Kerja untuk segera ditindak 
lanjuti. 
4. Tahap Pelaksanaan Exit Briefing perlu dilakukan oleh 3 Tim Pemeriksa di 
Inspektorat Kabupaten Grobogan agar Kepala Daerah atau Kepala Satuan 
Kerja (pimpinan objek pemeriksaan) dapat mengetahui temuan-temuan 
yang bersifat strategis guna segera ditindaklanjuti. 
5. Tahap  Ekspose Hasil Pemeriksaan di hadapan suatu forum ekspose perlu 
dilaksanakan oleh seluruh Tim Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten 
Grobogan agar semua pemeriksa tahu sudah seberapa jauh pencapaian 
pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di tiap-tiap SKPD, sehingga 
dapat dilakukan koreksi dari masukan masing-masing pemeriksa apabila 
terdapat kekurangan yang nantinya dapat menghasilkan suatu laporan 
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